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LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 

PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek 

akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil 

(outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dilakukan secara "self assesment, sehingga masing-masing unit 

kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, 

mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada 

para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "self assesment" 

memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan 

balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara 

terus-menerus. 

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai 

seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat 
akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh 

unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan 

evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang "inherent" 

dengan penerapan SAKIP. 
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2. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan 
mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan 

sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi; 
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi. 

C. METODE EVALUASI 
Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP 

adalah menggunakan teknik "criteria referrenced survey'", dengan 
cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step 
assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara 

keseluruhan (overall assessment) dengan kriteria evaluasi dar 
masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah 

ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian 

dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan 

"professional judgement" berdasarkan kebenaran-kebenaran 
normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain 

berdasarkan: 

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP; 
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKJIP); 
3. Penerapan "best practice" dan "common sense yang berlaku 

pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau 

secara nasional/ internasional; 

4. Penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja, 
dan sistem akuntabilitas yang baik. 

D. GAMBARAN UMUM EVALUATAN 

1. Dasar hukum pembentukan evaluatan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah; dan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 



2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 
mempunyai tugas: 
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan Bidang pembinaan, pengembangan, 

dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian 
arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan 
pengolahan 
perpustakaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan 

dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian 

arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan 

bahan perpustakaan, pengembangan 

pengolahan 

perpustakaan; 
C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan 

dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, 

bahan perpustakaan, pengembangan 

deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan 

perpustakaan; 
d. Pelaksanaan dan 

kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan 
pembinaan administrasi dan 

Dinas; dan 

e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. 

III. HASIL EVALUASI 

A. PERENCANAAN KINERJA 
Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 27,90 dengan 
bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 2 

(dua) komponen yaitu Dokumen Renstra nilai 10,00 dengan bobot 

5 



9 

uejejbay 
uejsesjuebiobuad uep ueyeebued wejep ueyneejuewip 

yej 'ejeylaq ejeoas ekuuejedebuad Jo|UOwIp yejan eliauy 

See isyy euebuay 'dd¥S uejseyjaqay inynbuaw wejep uende 

ebeqas ueyeunbip yeja) ad¥S-Hd ueunyop wejep eliauy 

ja6ie 'ueunye elLiauIy ueeueouaiad uejeejueued yadsy p 

1epewaw buek uejebbue uebuap bunynpip yeja) 

ueeses edeouau eybue wejep uejeibay euas yeq bueA 

eLiauy JoJeYIpu. euaLiy unuawau ueyeuesye|ip uep jensas 

yeja 'eAuuesee yd uaunyop uep ddHS ensuay uawnyop 

uebuap seejas 'ueeses/uen[n (seejas) 1edeouaw yqun ejeo 

ueyedniauu ddyS-d uaunyog wejep uejejbay webold 

eAUJesep eped 'ueunye eLiauy ueeuedualed sejjeny yadsy e 

ueunye e[lauy ueeueouaied uauodwoy 7 

Iqnd epeday isewuioJu 
sasye jebeqes yebua eMer sunOid ueeyejsndiad uep 
uedisieay seuid Il|Luip bueA ajsqaM Injejau Ueysey!|qnaip 

yej eudisuud eped ensuay uawnyog uejeejuewed yadsy *) 

uexdeaip 
eAusnieyas buek ey-1ey ueydejauau yeje ensuad 

uaunyop uep uegebay ||sey/ue.bo.d ||seu/uejeses/uenín 
edeouaw ymun eJeo ueyedniaw ueje6ay/ue.6o.d auoono 

eped seuaLuoiaq yeja ekudisuLud eped ensuay uauunyop 
eped ueeses eMyeq 'adNS-ensuey uaunyog seqjeny yadsyv q 

ueunye jabJe jenuaw uep elLiauy 
0JeIpuj 'ueieses uenm qenwau bueA ensuay uaunyoga 

unsnÁuauu yeja yebua eMer suinold ueeyeisndied 

uedisieayseuja 'uaunyop ueynuawad yadsy e uep 

SIbajens ueeueouaiad uauoduoy T 

:3nxeq 
ebeqes ueysejalip edep ellauy ueeueDuaiad ueie|uad |seH 

%%07 10qoq 
uebuap 06'ZT 1e||u ueunyej eluauly ueeueoua.ed uep %0T Jesaqes 







N
 

N
 

) 



N
 

N
 

D
 

E
E

E
S

E
 

R
 



N
 

N
 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

